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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis peraturan tentang tanah 

pertanian yang dimiliki secara absentee, apakah masih dapat diterapkan di 

Indonesia saat ini. Selain daripada itu, tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk 

dapat memberikan usulan agar peraturan tentang pemilikan tanah pertanian dapat 

dimiliki dalam satu kabupaten/kota, sepanjang sumber pencaharian pemiliknya 

berasal dari pengolahan tanah tersebut, dan tanah pertanian tersebut tetap dikelola 

secara aktif, sebagaimana yang diperintahkan oleh UUPA. Demi terlaksananya 

panca program reforma agraria dalam UUPA, TAP MPR RI IX/MPR/2001 

mengamanatkan adanya pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam 

untuk dilakukan pengkajian ulang aturan-aturan tanah absentee. Setelah enam 

dasarwarsa sejak undang-undang itu diberlakukan, kini dipertanyakan relevansi 

undang-undang tersebut dengan seluruh peraturan pelaksananya terhadap kondisi 

dan situasi saat ini. Mengingat undang-undang tersebut dibentuk dengan situasi dan 

kondisi Indonesia pada saat itu yang jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Sehingga 

dalam program landreform diatur larangan tanah absentee. Oleh karena itu, maka 

isu hukum yang diambil adalah: Apakah ratio legis adanya pembatasan tanah 

absentee dalam satu kecamatan? Dan Apakah masih relevan jika peraturan tentang 

tanah absentee dalam satu kecamatan masih diberlakukan dengan kondisi situasi 

Indonesia sekarang ini? Metode Yuridis normatif digunakan dengan cara memakai 

data empiris  menggunakan pendekatan konseptual  dan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

peraturan pemilikan tanah pertanian seharusnya dapat dilonggarkan hingga tingkat 

kabupaten/kota sehingga undang-undang dan peraturan pelaksana terkait tanah 

absentee seharusnya diperbarui atau dicabut dengan adanya undang-undang baru. 

 

 

Kata Kunci: tanah pertanian, tanah absentee, landreform, redistribusi tanah, 

reforma agraria. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the regulations on agricultural land owned 

in absentee, whether it can still be applied in Indonesia today. Apart from that, the 

purpose of this research is to be able to provide a proposal so that regulations 

regarding the ownership of agricultural land can be owned in one district/city, as 

long as the owner's source of livelihood comes from the cultivation of the land, and 

the agricultural land is still managed actively, as instructed by the government. For 

the implementation of the five agrarian reform programs in the UUPA, TAP MPR 

RI IX/MPR/2001 mandates agrarian reform and natural resource management to 

reviewland regulations absentee. After six decades since the law was enacted, the 

relevance of the law and all its implementing regulations to the current situation 

and condition of Indonesia is now being questioned. Considering that the law was 

formed with a legal ratio, the situation and conditions in Indonesia at that time 

were much different from the current conditions. So that the program land reform 

regulates the prohibition of and ownership absentee. Therefore, the legal issues 

taken are: Is the ratio legis the limitation of absentee land in one sub-district? And 

is it still relevant if the regulations regarding absentee land in one sub-district are 

still enforced with the current situation in Indonesia? The method used is normative 

juridical using empirical data using a statute approach and a conceptual approach. 

The results of this study indicate that agricultural land ownership regulations 

should be relaxed up to the district/city level so that the laws and implementing 

regulations related to absentee land should be updated or repealed with the new 

law.  

 

 

Keywords: agricultural land, absentee land, landreform, redistribution, agrarian 

reform. 
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